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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat
rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan Laporan Rancangan
Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Penyusunan laporan ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan,
bimbingan, dorongan, saran, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh
karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima
kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:
1. Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M., selaku Kepala Pusat
Pendidikan dan Pelatihan
2. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si., selaku Kepala Pusat Kajian
Anggaran DPR RI
3. Slamet Widodo, S.E., M.E., selaku mentor.
4. Agus Supriyono, S.S., MA.P., selaku coach.
Laporan ini menyajikan tentang rancangan kegiatan yang akan dilakukan
oleh penulis sebagai Calon Analis APBN Ahli Pertama di Pusat Kajian
Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam
mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, yakni Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta Peran
dan kedudukan ASN. Laporan rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat
memberi sumbangan pemikiran, memperkaya referensi dan literatur bagi
pihak-pihak yang terkait.
Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang
penulis susun dalam laporan rancangan aktualisasi ini dapat bermanfaat

bagi kita semua.

Jakarta, Agustus 2019

Ervita Luluk Zahara
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur tentang manajemen
Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mana dalam hal ini tentang masa
percobaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimana di atur dalam
pasal 64 ayat 1, bahwa masa percobaan CPNS dilaksanakan selama
1 (satu) tahun untuk memenuhi salah satu persyaratan menjadi
Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pelatihan Dasar CPNS berdasarkan UU ASN dimaksud agar,
menciptakan PNS yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas
dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
serta serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat. Peran ASN sendiri adalah sebagai pelaksana kebijakan,
pelayan publik dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk menciptakan ASN yang dimaksud tersebut maka perlu
adanya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS)
untuk menanamkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas,
nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi (ANEKA).
Selain itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak terlebih kepada
pihak yang diwajibkan memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap
CPNS, agar para peserta Latsar CPNS mampu mengerti dan
memahami nilai-nilai dasar dalam aktualisasi setiap kegiatan.

Perlunya aktualisasi ini, maka Lembaga Administrasi Negara
(LAN) memiliki kebijakan baru yang didasari UU Nomor 5 Tahun 2014
yaitu Perka LAN Nomor 21 Tahun 2016 tentang pedoman
penyelenggaraan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Golongan lll. Harapannya setelah mendapatkan pendidikan dan



pelatihan dimaksud CPNS akan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai

ANEKA pada setiap kegiatan dalam tugas jabatannya.

DASAR HUKUM

i

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2016;

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun
2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Widyaiswara;

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil Golongan IlI;



Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan

DPRD menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR RI) memiliki 3 fungsi utama yaitu legislasi, anggaran,

dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR RI

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) Memperhatikan pertimbangan DPD dalam pembahasan
Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN

2) Membahas dan memberikan persetujuan atas RUU APBN yang
diajukan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD

3) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan DPD atas
pelaksanaan APBN

4) Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional lainnya
yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl nomor 6 tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR Rl sebagaimana diubah dengan peraturan
Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, Pusat Kajian Anggaran
memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang
dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN. Dalam pelaksanaan

tugas tersebut, Pusat Kajian Anggaran memiliki beberapa fungsi yaitu:

1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran

2) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian
Anggaran

3) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat
Kajian Anggaran

4) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit
organisasi di lingkungan Pusat Kajian Aggaran

5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan kajian

anggaran
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) Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran
7) Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran
)

Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran

9) Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran

10) Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran

11) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan
Keahlian DPR RI.

. VISI DAN MISI PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran

memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1.1.VISI
Rumusan visi Pusat Kajian Anggaran mengacu pada visi Badan

Keahlian DPR RI, dengan fokus pada tugas dan fungsi yang

telah ditetapkan, yaitu sebagai unsur pendukung pelaksanaan

fungsi anggaran DPR RI. Dengan demikian, visi Pusat Kajian

Anggaran adalah:

a.

Pusat Kajian Anggaran yang profesional mempunyai makna
bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat
Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar,
dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan
serta kualitas SDM.

Pusat Kajian Anggaran yang andal mempunyai makna bahwa
Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai
dengan tujuan vyang akan dicapai serta dapat
diimplementasikan.

Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel mempunyai makna
bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan
keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab
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atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di
dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas
dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi

anggaran DPR RI.

1.2.MISI

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian

Anggaran menyusun misi sebagai berikut:

a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian
anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi
anggaran Dewan.

b. Memperkuat manajemen pengetahuan.

c. Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.

1.3.STRUKTUR ORGANISASI
Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas dan fungsi sebagai
supporting system bagi Anggota Dewan dalam bentuk
keahlian di bidang Anggaran. Pusat Kajian Anggaran
dipimpin oleh seorang Kepala Pusat (Eselon Il), yang saat ini
dijabat oleh Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran

Struiktur Organisasi
PUSAY KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAMLIAN DPR 1

Sumber : http://puskajianggaran.dpr.go.id/

1.4. TUGAS DAN FUNGSI ANALIS APBN
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Analis APBN menyatakan bahwa yang
dimaksud Analis APBN adalah Pegawai Negeri Sipil yang



diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk
melakukan kegiatan analisis APBN. Kemudian berdasarkan
Persekjen No. 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Jabatan Fungsional Analis APBN di Lingkungan Setjen dan
BK DPR RI menjelaskan bahwa jabatan Fungsional Analis
APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan
kegiatan analisis APBN dalam lingkungan Setjen dan BK DPR
RI. Analis APBN termasuk dalam rumpun jabatan fungsional
dimana jenjang jabatan fungsional Analis APBN terdiri dari
Analis APBN Ahli Pertama, Analis APBN Ahli Muda, Analis
APBN Ahli Madya, dan Analis APBN Ahli Utama. Berdasarkan
PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilai Kinerja Pegawai
Negeri Sipil disebutkan pada Pasal 1 poin 3 bahwa Sasaran
Kinerja Pegawai adalah rencana kinerja dan target yang akan
dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
Analis APBN memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Melakukan pembahasan internal dalam rangka persiapan
mengikuti dan/atau mendampingi rapat-rapat DPR sesuai
siklus APBN, BPK, dan DPD

b. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka
penyusunan laporan dalam rapat-rapat sesuai siklus APBN,
BPK, dan DPD

c. Melakukan pendampingan dan dukungan keahlian dalam
rapat-rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD

d. Pengumpulan data dan informasi dari

Kementerian/Lembaga/Pemda/dan lembaga lainnya

e. Menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK

dan pertimbangan DPD



f. Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan
pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan
pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan
panggilan data-data primer langsung dari sumber data,
Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi

Negara dan swasta dalam dan luar negeri
g. Menyusun Analisis Ringkas Cepat

h. Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi
APBN, BPK, dan DPD, serta Analisis Ringkas Cepat (ARC)

i. Memberikan data dan informasi dengan tema berdasarkan
permintaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia

J. Melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan sesuai

output
k. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan

. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara

berkala dan setiap waktu diperlukan
2. KONDISI SAAT INI

Selama penulis bekerja di Pusat Kajian Anggaran, penulis
menemukan beberapa isu yang menurut penulis layak untuk dibahas
pada kegiatan aktualisasi ini. Isu-isu yang penulis temukan merupakan
hasil dari pengamatan dan diskusi dengan rekan kerja di Pusat Kajian
Anggaran. Berikut merupakan beberapa isu yang ditemukan oleh
penulis:
2.1.Belum mutakhirnya informasi mengenai formula terkait APBN
pada http://puskajianggaran.dpr.go.id/
Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang
perancangan APBN. Untuk mewujudkan visi Pusat Kajian
8



Anggaran yang akuntabel, Pusat Kajian Anggaran memberikan
informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam
mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. PKA memiliki
website dengan alamat http://puskajianggaran.dpr.go.id/.

Gambar 2. Tampilan Website Pusat Kajian Anggaran

Sumber : http://puskajianggaran.dpr.go.id/

Pada website Pusat Kajian Anggaran terdapat berbagai menu
yang menyajikan berbagai informasi dari informasi tentang unit
Pusat Kajian Anggaran yang termuat dalam menu Tentang Kami
dan menu Profil, informasi mengenai produk-produk yang
dihasilkan oleh PKA yang terdapat dalam menu Produk. Selain
itu, terdapat menu Knowledge Management yang bertujuan
untuk menambah pengetahuan seputar APBN yang terdiri dari sub
menu Kamus, Peristiwa, Formula, dan Tematik. Pada menu
Knowledge Management di website Pusat Kajian Anggaran,
khususnya dalam menu formula terdapat 23 formula terkait APBN
dan belum ada pembaruan sejak tahun 2017. Formula yang
dimaksud disini merupakan rumus-rumus yang berkaitan dengan
APBN yang disertai dengan keterangan-keterangan seputar

formula terkait.



Gambar 3. Tampilan Daftar Formula pada Website
Pusat Kajian Anggaran

CT01T - Py apae Ascoan Sadas Seahlae 2PN U

Geduag Mytantaa 1, Lantal 8, 2 jesd Gaicl Sstrets Sesovam Jakarts Pwsat MEITS Tewp @31 5715 25% J SPe3 G35/ 5715 855 - Fa !
S

Sumber : http//puskajianggaran.dpr.go.id/

2.2.Belum optimalnya tugas pendampingan kepada komisi-
komisi di DPR Rl terkait isu-isu APBN. _
Salah satu tugas Analis APBN adalah melakukan
pendampingan dan dukungan keahlian dalam rangka rapat-
rapat DPR Rl sesuai siklus APBN, BPK dan DPD. Sejauh ini
terkait tugas ini masih belum optimal. Belum optimalnya
dukungan Pusat Kajian Anggaran (PKA) terkait pelaksanaan
fungsi anggaran DPR Rl dalam hal tugas pendampingan
kepada komisi-komisi di DPR RI ini dikarenakan masih
Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara PKA dengan
Komisi terkait.

2.3.Belum tersedianya software statistik untuk mengolah dan
menganalisis data.
Kemampuan penggunaan software statistik sangat diperlukan
untuk menganalisis data untuk keperluan penyusunan

analisis/kajian.
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3. KONDISI YANG DIHARAPKAN
a. Mutakhimya  informasi mengenai formula  pada
http//puskajianggaran.dpr.go.id/
b. Optimalnya kegiatan pendampingan komisi.
c. Dioptimalkannya penggunaan software statistik di Pusat Kajian
Anggaran.

4. TEKNIK ANALISIS USG
Tabel 1. Teknik USG

. Belum mutakhirnya informasi mengenai
formula pada
http:/fpuskajianggaran.dpr.go.id/
Alasan :
Informasi mengenai formula pada website |
PKA dapat mempermudah Analis APBN
dalam menganalisis suatu isu tertentu yang
terkait dengan APBN dengan waktu yang
lebih cepat.
2. Belum optimalnya tugas pendampingan
kepada komisi-komisi di DPR RI terkait
isu-isu APBN.

Alasan :
Tugas pendampingan ke komisi-komisi DPR | 3 | 5 | 4 12
sejauh ini masih belum optimal. Belum
optimainya kegiatan pendampingan ini
dikarenakan masih kurangnya komunikasi
dan koordinasi antara PKA dengan komisi
terkait.

3. Belum optimalnya penggunaan software
statistik untuk mengolah dan |
menganalisis data j
Alasan : 4
Masih diperlukan peningkatan keterampilan |
penggunaan software stastistik dari Analis |
APBN

11



Berdasarkan Analisis USG di atas, maka isu yang dipilih adalah :

Isu ke-1 dengan rumusan isu masih kurangnya informasi mengenai
formula terkait APBN pada http://puskajianggaran.dpr.go.id/.
Keterangan :

U = Urgency

Informasi mengenai formula pada website PKA dapat meningkatkan
pengetahuan baik untuk staf di Pusat Kajian Anggaran maupun bagi
masyarakat luas. Informasi formula tersebut juga dapat
mempermudah Analis APBN dalam menganalisis suatu isu tertentu
yang terkait dengan APBN dengan waktu yang lebih cepat.

S = Seriousness

Pada unit kerja di Pusat Kajian Anggaran, khususnya sebagai Analis
APBN, peningkatan kompetensi dan pemahaman sangat penting
untuk terus ditingkatkan. Sehingga dengan adanya formula yang
update maka pengetahuan pengguna website dapat ditingkatkan.

G = Growth

Pentingnya peningkatan kualitas konten pada website Pusat Kajian
Anggaran agar semakin lengkap dan menarik. Dengan adanya
penyusunan formula yang update maka pengguna website Pusat
Kajian Anggaran dapat mengetahui kebijakan baru terkait formula
APBN.

. TUJUAN

Pemutakhiran formula-formula terkait APBN pada
http://puskajianggaran.dpr.go.id/ yang bertujuan untuk menambah
pengetahuan mengenai formula terkait APBN. Serta untuk
mengupdate informasi mengenai kebijakan terbaru terkait formula

tersebut.
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C. MANFAAT

Internal
- Memudahkan pencarian formula terkait APBN
Memperbarui dan menambah list formula yang tersedia pada

website Pusat Kajian Anggaran

Eksternal
- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi bagi pengguna

website

13



Kegiatan 1

BAB I
PELAKSANAAN AKTUALISASI

Gambar 4. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Kondisi Saat Ini
Belum mutakhirnya informasi mengenai formula terkait APBN pada http://puskajianggaran.dpr.go.id/

-\

Kegiatan 2 \ Kegiatan 3

Kegiatan 4

Menentukan jenis formula Menyusun dokumen Publikasi formula pada P l
dan melakukan ringkasan formula terkait website Pusat Kajian SYWUNAI aparan
ani‘:hme,ﬁ‘!f!‘m‘!?la. yang. ,. APB Anggaran keglatan
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n dengan f
APBN
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©

Melakukan konsultas

Membaca dan memahami teori-

Melakukan presentasi dj unit Koordinast
dengan Kepala Pusat teon dan formula yang berkaitan kerja dalam rangka untuk dengan mentor
Kajian Anggaran dengan APBN dan membuat mendapat masukan terkait Penyusunan
2 Melakukan koordinasi nngkasan teori-teon berkaitan formula yang akan di-upload laporan
dengan mentar dengan APBN dan menyusun pada website PKA kegiatan
3 Melakukan pencanan dan draft formula Meminta persetujuan mentor '
pengumpulan informasi Konsultasi dengan mentor terkait Mengupload dokumen foimula
terkait formula draft formula yang disusun dan melalul pengelola website PKA
i maminta persetujuan mentor :
1 untuk finalisast formuta | i
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R | i
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2. Laporan singkat 1. Draft formula hadir dan laporan singkat ‘ 1. Laporan singkat |
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Mutakhirnya informasi mengenai formula terkait APBN pada http:/puskajianggaran.dpr.go.id/




A. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja

Identifikasi Isu

Isu yang Diangkat
Gagasan Pemecahan Isu

Pusat Kajian Anggaran

1. Belum mutakhirnya informasi mengenai formula terkait APBN pada http://puskajianggaran.dpr.go.id/

2. Belum optimalnya dukungan Pusat Kajian Anggaran terkait pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI dalam hal tugas
pendampingan kepada komisi-komisi di DPR RI terkait isu-isu APBN

3. Belum optimalnya penggunaan software statistik dalam mengolah dan menganalisis data

Belum mutakhirnya informasi mengenai formula terkait APBN pada http:/ipuskajianggaran.dpr.go.id/

Pemutakhiran Formula Terkait APBN pada http://puskajianggaran.dpr.go.id/
Tabel 2. Rancangan Aktualisasi

$ i amre e e e R L SN R R Keterkaitan Substansi | Kontribusi Terhadap Visi Penguatan Nilai
i tRpglatanwl i Tahapsh Keglatan K | MataPelatihan | dan Misi Organisasi Organisasi
w e : Biav pen SN .. T i 3 T¥ " st e Pl e T
1 Menentukan jenis | 1.1. Melakukan konsultasi 1.1. Laporan Berkonsultasi  dengan | Dengan melakukan | Dengan adanya
formula yang dengan Kepala Pusat singkat Kepala Pusat Kajian | konsultasi dengan Kepala | kegiatan konsultasi
terkait APBN dan Kajian Anggaran Anggaran serta | Pusat Kajian Anggaran dan | bersama mentor maka
melakukan berkoordinasi  dengan | berkoordinasi dengan | nilai Akuntabel dan
pengumpulan 1.2. Melakukan koordinasi | 1.2. Laporan mentor untuk | mentor, maka misi | Profesional dapat
data yang dengan mentor singkat mendiskusikan organisasi yaitu | diperkuat.
berkaitan dengan mengenai formula yang | memperkuat manajemen
formula APBN 1.3. Melakukan pencarian 1.3. Tersusunnya berkaitan dengan APBN | pengetahuan dapat
dan pengumpulan draft teori dan | dengan tetap | tercapai.
informasi terkait formula terkait | memperhatikan etika
formula dengan APBN | dan sopan santun
(Etika Publik).
Menginventarisir buku- | Dengan melakukan | Dengan  melakukan |
buku dan informasi | inventarisir buku dan | inventarisir buku dan
yang akan digunakan | pengumpulan data, maka | pengumpulan data,
untuk penyusunan | misi organisasi yaitu | maka nilai organisasi
formula dan membuat | memperkuat manajemen | Profesional dapat
dokumen draft | pengetahuan dapat | diperkuat.
(Akuntabilitas dan | tercapai.
Etika Publik)
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Menyusun 2.1.Membaca dan 2.1. Tersusunnya | Kegiatan membuat | Dengan melakukan Dengan melakukan |
dokumen memahami teori-teori draft formula ringkasan ke dalam | penyusunan formula maka telaahan teori-teori
ringkasan formula dan formula yang format  yang telah | tugas organisasi yaitu berkaitan dengan APBN
terkait APBN berkaitan dengan APBN disusun dan membuat | mendukung kelancaran maka nilai organisasi
dan membuat ringkasan draft dokumen formula | pelaksanaan wewenang Akuntabel,
teori-teori berkaitan yang berkaitan dengan | dan tugas DPR RI di Profesional dan
dengan APBN dan APBN (Akuntabilitas). | bidang perencanaan Integritas dapat
menyusun draft formula APBN; fungsi organisasi diperkuat.
Berkoordinasi dengan | yaitu pelaksanaan
2.2. Konsultasi dengan 2.2. Laporan mentor untuk | dukungan pengkajian
mentor terkait draft singkat melaporkan draft | anggaran, koordinasi dan
formula yang disusun formula teori-teori | pembinaan terhadap
dan meminta berkaitan dengan APBN | pelaksanaan tugas unit
persetujuan mentor dengan tetap | organisasi; visi organisasi
untuk finalisasi formula memperhatikan ~ etika | yaitu menjadi Pusat Kajian
dan  sopan santun | Anggaran yang
(Etika Publik, | professional dan
Komitmen Mutu, dan | akuntabel serta misi
Akuntabilitas). organisasi yaitu
memperkuat manajemen
pengetahuan dapat
tercapai.
Publikasi formula | 3.1. Melakukan presentasi 3.1. Surat Melakukan presentasi di | Dengan melakukan Dengan publikasi
pada website di unit kerja dalam undangan, unit kerja untuk | publikasi formula pada formula maka nilai
Pusat Kajian rangka untuk daftar hadir dan | mendapatkan masukan- | website Pusat Kajian organisasi Akuntabel,
Anggaran mendapat masukan laporan singkat | masukan  merupakan | Anggaran maka tugas Profesional, dan
terkait formula yang salah  satu  bentuk | organisasi yaitu Integritas dapat
akan di-upload pada pertanggungjawaban mendukung kelancaran diperkuat.
website PKA dan transparansi terkait | pelaksanaan wewenang
dokumen formula yang | dan tugas DPR Rl di
3.2. Meminta persetujuan [3.2. Laporan akan dipublikasikan | bidang perencanaan
mentor singkat/surat pada website | APBN; fungsi organisasi
persetujuan (Akuntabilitas) yaitu pelaksanaan
mentor dukungan pengkajian

Berkoordinasi dengan

anggaran,
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3.3. Mengupload dokumen
formula melalui
pengelola website
PKA

3.3. Dokumen
formula telah
ter-upload pada
website PKA

mentor untuk
melaporkan  dokumen
final formula teori-teori
berkaitan dengan APBN
dengan tetap
memperhatikan etika
dan sopan  santun
(Etika Publik, dan
Akuntabilitas).

Melakukan koordinasi

dengan pengelola
website untuk
membantu
mempublikasikan
formula tersebut
dengan tetap

memperhatikan etika
dan  sopan  santun
(Etika Publik)

Melakukan pengecekan
pada website untuk
memastikan formula
telah terpublikasi
(Akuntabilitas,
Komitmen Mutu)

visi organisasi yaitu
menjadi Pusat Kajian
Anggaran yang
professional, andal, dan
akuntabel; serta misi
organisasi yaitu
memperkuat manajemen
pengetahuan dapat
tercapai.
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Dengan pembuatan
laporan kegiatan maka

Penyusunan 1. Konsultasi dengan | 1.Laporan singkat Berkoordinasi dengan Dengan pembuatan

laporan hasil mentor mentor untuk laporan kegiatan maka visi

kegiatan pembuatan laporan organisasi yaitu menjadi | nilai organisasi
2. Penyusunan laporan | 2. Laporan singkat | kegiatan dengan tetap Pusat Kajian Anggaran | Akuntabel,

kegiatan

dan
kegiatan

laporan

memperhatikan etika
dan sopan santun (Etika
Publik, Komitmen
Mutu dan Akuntabel).

Melakukan
pengumpulan data
untuk mendukung
pembuatan laporan
kegiatan (Komitmen
Mutu dan Akuntabel).

Membuat laporan
kegiatan secara
transparan
(Akuntabilitas).

yang profesional, andal,
dan  akuntabel dapat
tercapai.

Profesional, dan
Integritas dapat
diperkuat.
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B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN
Kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 4 kegiatan dimana di setiap kegiatan

terdapat beberapa tahapan-tahapan. Berikut merupakan rincian
penjelasan dari setiap kegiatan dan tahapannya.
4.1. Menentukan jenis formula terkait APBN yang akan ditambahkan
pada menu formula di website Pusat Kajian Anggaran
Tabel 3. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Kegiatan 1

WoG, M.ASN, Nilai Organisasi
i ANERA Pelayanan Publik (RAPY)
T Etika Publik ! Akuntabel
2. | Komitmen Mutu - Profesional
3. Akuntabilitas

- Tahapan 1 : Melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian

Anggaran.
Gambar 5. Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Proses konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran serta
koordinasi dengan mentor untuk mendiskusikan mengenai formula
yang berkaitan dengan APBN harus dengan memperhatikan etika
dan sopan santun, dimana hal ini mencerminkan nilai ASN yaitu
Etika Publik. Selain itu, dengan adanya konsultasi dengan Kepala
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Pusat Kajian Anggaran terkait output yang akan dikerjakan, maka
diharapkan hasil dari kegiatan aktualisasi ini dapat menjadi
maksimal. Hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan nilai ASN
yaitu Komitmen Mutu. Kegiatan konsultasi ini juga merupakan
penerapan dari nilai Akuntabilitas, dimana penulis harus dapat
mempertanggungjawabkan output yang dikerjakan kepada atasan

yaitu Kepala Pusat Kajian Anggaran.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran
merupakan proses penting agar hasil akhir dari kegiatan aktualisasi
dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pada tahapan ini, terjadi
proses sharing knowledge antara atasan dengan penulis sehingga
salah satu misi organisasi yaitu memperkuat manajemen

pengetahuan dapat tercapai.

Penguatan Nilai Organisasi

Kegiatan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran
merupakan salah satu bentuk penguatan nilai organisasi karena
dalam tahapan ini penulis menyampaikan dan menjelaskan
rancangan aktualisasi yang akan dilakukan, dimana penulis harus
siap dan mampu melaksanakan aktualisasi dengan baik. Selain itu,
hasil dari kegiatan aktualisasi ini harus dapat
dipertanggungjawabkan dengan benar. Dengan dilaksanakannya
kegiatan ini maka nilai Akuntabel dan Profesional.

Tahapan 2 : Melakukan koordinasi dengan mentor.

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Tahapan kedua yang dilakukan adalah melakukan koordinasi
dengan mentor. Dalam proses ini kegiatan yang dilakukan adalah

dengan membahas formula yang akan dibuat dan membahas
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bagaimana format dan susunan dokumen formula yang akan
disusun. Pada proses ini penulis harus menerapkan nilai ASN yaitu
Akuntabilitas. Semua dokumen formula yang akan dikumpulkan

harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan konsultasi dengan mentor merupakan proses penting agar
hasil akhir dari kegiatan aktualisasi dapat berjalan dengan baik dan
maksimal. Pada tahapan ini, terjadi proses sharing knowledge antara
mentor dengan penulis. Maka dengan dilaksanakannya kegiatan
koordinasi dengan mentor merupakan tahap untuk mencapai salah

satu misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan.

Penguatan Nilai Organisasi

Tahapan kegiatan melakukan koordinasi dengan mentor dalam
rangka penyusunan formula serta membuat dokumen draft formula
yang akan dipublikasikan di website Pusat Kajian Anggaran harus
dilaksanakan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal
ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari nilai organisasi
yaitu Profesional dan Akuntabel. Dengan melakukan kegiatan
koordinasi dengan mentor, maka nilai organisasi Profesional dan
Akuntabel dapat diperkuat.

Tahapan 3 : Melakukan pencarian dan pengumpulan informasi
terkait formula

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Tahapan ketiga yang dilakukan adalah melakukan pencarian dan
pengumpulan informasi terkait formula. Dalam tahapan ini, penulis
mencari berbagai sumber informasi terkait formula yang disusun baik
itu dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan atau
dokumen pendukung lain yang di dalamnya termuat informasi
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mengenai formula yang akan disusun. Pada tahapan ini, penulis
mengumpulkan informasi mengenai :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

3. Dana Desa

Dalam tahapan kegiatan ini, penulis harus dapat menerapkan nilai
ASN yaitu Akuntabilitas dan Etika Publik. Dimana penulis harus
dapat mempertanggungjawabkan draft formula yang disusun sudah
sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan menyusun draft
formula agar nantinya dokumen tersebut dapat bermanfaat bagi
peningkatan pengetahuan baik untuk pegawai internal ataupun

masyarakat luas yang mengakses website Pusat Kajian Anggaran.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan melakukan pencarian dan pengumpulan informasi terkait
formula merupakan salah satu bentuk kegiatan yang mencerminkan
misi organisasi, sehingga misi untuk memperkuat manajemen

pengetahuan dapat tercapai.

Penguatan Nilai Organisasi

Tahapan kegiatan melakukan pencarian dan pengumpulan informasi
formula DBH, DAU dan Dana Desa dalam rangka penyusunan
formula serta membuat dokumen draft formula yang akan
dipublikasikan di website Pusat Kajian Anggaran harus dilaksanakan
dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan
salah satu bentuk implementasi dari nilai organisasi yaitu Akuntabel,
Profesional dan Integritas. Dengan melakukan kegiatan koordinasi
dengan mentor, maka nilai organisasi Akuntabel, Profesional dan

Integritas dapat diperkuat.
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4.2.

Menyusun dokumen ringkasan formula terkait APBN

7fe Akuntabilitas - Akuntabel
2 Etika Publik - Profesional
3 Komitmen Mutu - Integritas

Tahapan 1 : Membaca dan memahami teori-teori dan formula
yang berkaitan dengan APBN serta membuat ringkasan
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Kegiatan membuat ringkasan ke dalam format yang telah disusun
dan membuat draft dokumen formula yang berkaitan dengan APBN
dilaksanakan dengan memperhatikan nilai Akuntabilitas dan Etika
Publik dimana formula terkait APBN yang disusun harus
berdasarkan dengan teori dan kebijakan Pemerintah yang berlaku
saat ini. Selain itu, dengan memahami teori-teori dan membaca
dokumen vyang berkaitan dengan formula maka merupakan
penerapan nilai Komitmen Mutu, dimana seorang ASN harus dapat
terus menambah wawasan dan pengetahuan agar output yang

dikerjakan juga lebih maksimal dan bermanfaat bagi unit kerja.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Dengan adanya kegiatan penyusunan formula terkait APBN maka
tugas organisasi yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan
wewenang dan tugas DPR RI di bidang perencanaan APBN, fungsi
organisasi yaitu pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran,
koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit
organisasi, visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang
profesional dan akuntabel, serta misi organisasi yaitu memperkuat

manajemen pengetahuan dapat tercapai.
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Dengan dilaksanakannya kegiatan penyusunan formula, merupakan
pelaksanaan untuk mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang
Profesional, yang mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Rl secara baik
dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan

kemampuan serta kualitas SDM.

Penguatan Nilai Organisasi

Pada kegiatan ini penulis dapat meningkatkan pemahaman dan
pengetahuan mengenai formula yang akan dipublikasikan pada
website Pusat Kajian Anggaran. Kegiatan membaca dan memahami
teori-teori dan formula yang berkaitan dengan APBN merupakan

perwujudan dari nilai organisasi yaitu Akuntabel dan Profesional.

Tahapan 2 : Konsultasi dengan mentor terkait hasil ringkasan /
dokumen formula dan meminta persetujuan mentor untuk
finalisasi formula

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Berkoordinasi dengan mentor untuk melaporkan dokumen final
formula teori-teori berkaitan dengan APBN dengan tetap
memperhatikan etika dan sopan santun merupakan penerapan nilai
ASN yaitu Akuntabilitas, Etika Publik dan Komitmen Mutu. Dalam
melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen formula, sangat
penting untuk meminta masukan dari mentor agar output yang
dihasilkan benar dan maksimal. Hal ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban penulis dalam menyusun dokumen formula.
Dalam tahapan tersebut maka nilai ASN yaitu Akuntabilitas harus
diterapkan. Kemudian saat meminta masukan kepada mentor juga
harus memperhatikan etika dan sopan santun pada saat melakukan

diskusi, yang merupakan bentuk implementasi dari nilai Etika Publik.
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4.3.

Dengan adanya diskusi dan koordinasi dengan mentor, diharapkan
output formula yang disusun menghasilkan kualitas yang baik. Hal ini

merupakan penerapan nilai Komitmen Mutu.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Dengan dilaksanakannya koordinasi dengan mentor, merupakan
pelaksanaan untuk mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang
profesional, yang mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik
dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan

kemampuan serta kualitas SDM.

Penguatan Nilai Organisasi

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, penulis harus mampu
melaksanakan nilai Akuntabel, Profesional dan Integritas yaitu
dengan bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan
kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada
publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan
fungsi anggaran DPR RI. Selain itu dalam penyusunan formula harus
dilaksanakan secara benar dan tepat mengikuti time schedule yang

telah ditetapkan dalam rencana kegiatan aktualisasi.

Publikasi formula pada website Pusat Kajian Anggaran

Tabel 5. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Kegiatan 3
WoG, M.ASN, o

Akuntabilitas - Akahtabel

Etika Publik = Profesional

Komitmen Mutu - Integritas
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Tahapan 1 : Melakukan presentasi di unit kerja dalam rangka
untuk mendapat masukan terkait formula yang akan di-upload
pada website PKA

jian Anggaran

- Iaaidnd

Gambar 6. Mempresentasikan formula di Pusat Ka

L 7
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Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Melakukan presentasi di depan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan
para Analis APBN sebelum formula dipublikasikan pada website
merupakan pelaksanaan dari nilai ASN Akuntabilitas dan
Komitmen Mutu. Formula yang dipublikasikan harus benar dan
output yang dihasilkan meningkatkan mutu pelayanan dari Pusat
Kajian Anggran dalam hal penyampaian informasi pada website.
Sehingga masukan-masukan dari rekan kerja sangat diperlukan agar

kualitas dari output menjadi lebih maksimal.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Dengan dilaksanakannya kegiatan presentasi formula di depan rekan
kerja (Analis APBN), merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan
Pusat Kajian Anggaran yang profesional, yang mempunyai makna
bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian
Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga
berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas
SDM.

Selain itu, kegiatan publikasi pemutakhiran formula juga salah satu
bentuk untuk mencapai visi Pusat Kajian Anggaran yang andal, yang
berarti bahwa penulis mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan

dicapai serta dapat diimplementasikan.

Penguatan Nilai Organisasi

Dengan dilaksanakannya kegiatan presentasi formula di depan
Kepala Pusat Kajian Anggaran dan para Analis APBN tersebut,
merupakan pelaksanakan nilai Akuntabilitas, yaitu penulis harus

dapat bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan
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kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada
publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan

fungsi anggaran DPR RI.

- Tahapan 2 : Mengupload dokumen formula melalui pengelola
website Pusat Kajian Anggaran

Gambar 7. Proses Mengupload Dokumen Formula
di Website PKA




Gambar 8. Tampilan Formula pada Website PKA
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Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Mengupload dokumen dengan pengelola website untuk membantu
mempublikasikan formula tersebut dengan tetap memperhatikan
etika dan sopan santun merupakan penerapan dari nilai dasar ASN
yaitu Etika Publik dan Akuntabilitas. Dimana pada tahapan ini,
penulis melakukan koordinasi dengan pengelola website PKA untuk
mengupload dokumen formula yang telah disusun.

Selain itu pada tahapan ini, dilakukan pengecekan pada website
untuk memastikan formuta telah terpublikasi. Kegiatan ini merupakan
pelaksanaan dari nilai ASN Akuniabilitas dan Komitmen Mutu.
Dimana formula yang dipublikasikan harus benar dan output yang
dihasilkan meningkatkan mutu pelayanan dari Pusat Kajian Anggran
dalam hal penyampaian informasi pada website.
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Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Dengan dilaksanakannya koordinasi dengan pengelola website,
merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan Pusat Kajian Anggaran
yang profesional, yang mempunyai makna bahwa dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran
mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk

terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Selain itu, kegiatan publikasi pemutakhiran formula juga salah satu
bentuk untuk mencapai visi Pusat Kajian Anggaran yang andal, yang
berarti bahwa penulis mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan

dicapai serta dapat diimplementasikan.

Selain itu penulis memastikan kembali formula yang di-upload
dengan melakukan pengecekan website. Pada tahap ini penulis
harus mampu melaksanakan nilai Akuntabilitas, yaitu dengan
bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan
termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik
sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi

anggaran DPR RI.

Penguatan Nilai Organisasi

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, penulis harus mampu
melaksanakan nilai Akuntabilitas, yaitu dengan bertanggung jawab
atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di
dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan
fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR
RI.
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4.4. Penyusunan laporan kegiatan
Tabel 6. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Kegiatan 4

NE WoG, MASN, | Nilal Organisasi
_PelayananPublik’ | = (RAPI)
1 Akuntabiltas - Akuntabel
2. Etika Publik - Profesional
3. Komitmen Mutu - Integritas

- Tahapan 1 : Konsultasi dengan mentor

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Pada tahapan koordinasi dengan mentor terkait penyusunan laporan
kegiatan harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan etika dan
sopan santun. Kegiatan ini merupakan implementasi dari nilai ASN
yaitu Etika Publik. Selain itu dalam proses penyusunan laporan juga
dilakukan pengumpulan data untuk mendukung laporan kegiatan
yang disusun. Pada tahap ini merupakan perwujudan dari Komitmen
Mutu dan Akuntabilitas. Dimana laporan yang disusun harus

maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan serta transparan.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Tahapan pembuatan laporan kegiatan ini merupakan kegiatan untuk
mecapai visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang
Profesional, Andal, dan Akuntabel. Dimana dalam penyusunan
laporan harus diselesaikan dengan baik, tepat waktu dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Penguatan Nilai Organisasi

Pembuatan laporan kegiatan aktualisasi harus mencerminkan nilai
organisasi Akuntabel, Profesional, dan Integritas. Sebagai ASN
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR harus mampu
menyelesaikan laporan yang akuntabel dan transparan dengan tetap

memperhatikan kualitas laporan yang baik.
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- Tahapan 2 : Penyusunan laporan kegiatan
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Tahapan pembuatan laporan kegiatan ini merupakan kegiatan untuk
mencapai visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran
yang Profesional, Andal, dan Akuntabel. Dimana dalam
penyusunan laporan harus diselesaikan dengan baik, tepat waktu

dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan Nilai Organisasi

Penyusunan laporan kegiatan aktualisasi untuk diserahkan kepada
atasan merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis kepada
Kepala Pusat Kajian Anggaran atas aktualisasi yang telah
dikerjakan. Sehingga nilai organisasi Akuntabel dan Profesional
dapat diterapkan.

C.STAKEHOLDER

Tabel 7. Stakeholder

Staf Pusat Kajian
Anggaran

mengakses website Pusat
Kajian Anggaran
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egiatan/Tahapan Kegiatan |

B R ot e sl i

Menentis

D. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN
Tabel 8. Analisis Dampak

S S

terkait APBN yang akan formula terkait APBN tidak |

ditambahkan pada menu akan terkumpul |

formula di website Pusat !

Kajian Anggaran

Menyusun dokumen Maka dokumen tidak akan

ringkasan formula terkait terkumpul

APBN

Publikasi formula pada Maka tidak ada publikasi

website Pusat Kajian penambahan formula pada

Anggaran website PKA

Penyusunan laporan kegiatan | Maka tidak tersedia laporan
kegiatan penambahan
formula pada website PKA
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E. TIME SCHEDULE

Tabel 9, Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi

AGUSTUS

w|®

UBUR

UBUR

¥,
g

=]

L |
7

T

34




BAB Il
PENUTUP

KESIMPULAN

Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yang
terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut
dilaksanakan sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan saat
menyusun rancangan. Dalam setiap tahapan kegiatan, penulis harus
dapat menerapkan nilai-nilai ASN yang telah diajarkan selama pendidikan
dan pelatihan dasar CPNS. Dengan dilaksanakannya kegiatan aktualisasi
ini, penulis dapat belajar dan lebih memahami nilai-nilai ASN maupun nilai
organisasi di lingkungan kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
DPR RI.

Adapun kegiatan aktualisasi yang penulis kerjakan adalah menyusun
dokumen formula terkait APBN yang di-upload pada menu knowledge
management di website Pusat Kajian Anggaran. Formula yang
dimutakhirkan diantaranya formula DAU, DBH, dan Dana Desa. Tujuan
dilakukannya kegiatan tersebut adalah agar sub menu formula pada
website Pusat Kajian Anggaran lebih update, karena sejak tahun 2017

belum ada pemutakhiran formula pada website Pusat Kajian Anggaran.

SARAN

Kebijakan terkait APBN dapat berubah dan berkembang sesuai dengan
prioritas nasional. Sehingga formulasi anggaran yang ditetapkan juga
dapat berubah. Maka sebagai Analis APBN perlu mengetahui
perkembangan informasi terbaru mengenai kebijakan dan formulasi
APBN. Untuk itu, pada sub menu formula pada website Pusat Kajian
Anggaran perlu terus di-update jika ada formulasi yang berubah. Hal ini

juga dapat membantu para Analis APBN untuk mencari formulasi yang
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berlaku saat ini dan dapat memudahkan para Analis APBN dalam
melakukan kajian maupun analisis.
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APBN

DAU

DBH

DAFTAR ISTILAH

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

: Dana Alokasi Umumu (DAU) adalah dana yang bersumber

dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

Desentralisasi

: Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai
kebutuhan daerah  dalam rangka  pelaksanaan

desentralisasi.

Dana Desa : Dana Desa Dana Desa merupakan dana yang bersumber

dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer
melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dihitung dari
Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), dan Alokasi
Formula (AF).
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LAMPIRAN KEGIATAN 1



LAMPIRAN KEGIATAN 1
Lampiran 1.1. Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran




(lanjutan Lampiran 1.1. Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran)




Lampiran 1.2. Koordinasi dengan Mentor




KEGIATAN 2



KEGIATAN 2
Lampiran 2.1. Draft Formula

DANA BAGI HASIL (DBH)

DBH adalah dama vang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
bardasarkan angka persentase tertantu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara
pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah
penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004 serta dibagi dengan imbangan
daerah penghasil mendapatican porsi lebih besar dan daerah lain {dalam provinsi yang bersangkutan)
mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU. Berdasarkan UU
No. 33/2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang
dibagihasilkan (based on actual revenue} pada tahun anggaran berjalan.

Perbandingan Porsi DBH Antara Perrerintah Pusat, Provinst, Dan Kab/Xota

1 | PPh Pasal 21 dan 25/29 g8 | 8 12 | | |
2 | Pajak Bumi dan Bangunan i w152 648 | 9 | |
3 | Cukai Hasil Tembakau { s8 | 05 03 i oS '
v | oA | -' { L]
1 | Kehutanan ‘ | | |
- dal ! 2 | 18 64 { - ‘ S
| PSOH 20 | 15 2 { 32 | - -
Oana Rebosasi 60 | 40 | - ] - e 4 =
2 | Mineral dan Batubara 1 _ } 1 i |
I turan Tetap (Land-rent] | | I i } j
- darat dan laut <4 Mil 0 | 15 64 ] . { -1 - 1}
- & Mil <laut <12 Mil 20 0 { { 3
i luran Praduksi (Royaltij i i T
{ - darat dan faut <4 Mil 20 15 32 I
i - & Mil <laut < 12 Wil 20 % ‘ | sa | .
| Dari Kawasan Perhutanan . , 1 1
3 | Pertkanan { 20 3 - = ‘ 80 { - 1 - |
© & | Minyai Bumi i . i '
i - darat dan [aut <4 Mil 845 | 31 62 | e | m ] 1 |
- 4 il <lagt < 12 Mil 815 | 5,17 _ {133 { |
5| GasBumi i B 1
| - darat dan faut <4 Mil . 635 6,1 122 | 122 | m | @
v -4 Mil <laut <12 Ml ! 635 1047 1 i 233 | | B
| 6| PanasBumi S 15 2 { =2 | - | - |




(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

Catatan Terkalt Kebijakan DBH:
1. DBH PBB

»

Membagi penerimaan PB8 bagian pusat sebesar 10% secarra merata kepada seluruh kabupaten
dan kota

Menambah cakupan DBH PBB, termasuk sektor lainnya (P88 perikanan, dan PBB atas kabel
bawah iaut, di luar PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan)

2. DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU {CHT)

>

Penerimaan negara dari CHT yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai
hasil tembakau sebesar 2% (dua persen} yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas
bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang
cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Adanya periuasan penggunaan DBH CHT vang semula berdasarkan UU No. 39/2007 tentang
Cukai hanya dapat digunakan untuk mendanai 5 kegiatan, Hadi imal 50% untuk

mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional dan sisanya digunakan untuk kegiatan
earmarked sesuai UU No 39/2007

3. DBHMIGAS

3

Mulai tahun 2017, Pemerintah menerapkan kebijakan baru terhadap penggunaan DBH Migas.
Salah satunya dengan menghilangkan earmarked 0,5% dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk
bidang pendidikan, Sehingga menegaskan DBH 5DA sebagai dana biock grant.

4. D8H KEHUTANAN DANA REBOISASI (DBH DR}

>

Sesuai amanat UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, alokasi DBH 5DA Kehutahan Dana
Reboisasi dialihkan dari kabupaten/kata penghasil ke provinsi penghasil. Serta memperluas
penggunaan Dana Reboisasi untuk kegiatan pendukung RHL dan memperluas penggunaan sisa
DBH DR di Kab/Kota oleh OPD yang ditunjuk Kepala Daerah untuk pengelolaan Tahura,
pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, pananaman pohon
pada DAS kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dil.



(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

DBH PAJAK

PPh

DASAR HUKUM
PEMLUNGUTAN

UU No. 7/1983 Jo.
UU No. 38/2cC8

DASAR PEMBAGIAN
U 33,1004
1 N Provies
1.4% (ab/bots WP serdattar

6% bagi ratn
b lors dalse ow

DBH MINYAK BUIML




(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

DBH GAS BUMI




(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi (UU Momor 33 Tahun 2004). Saat ini, DAU telah memperhitungkan
kenaikan gaji 5%, formasi CPNSD, THR, dan Gaji ke-13 + DAU Tambahan untuk bantuan dana
kelurahan. Penghitungan alokasi DAU dilakukan dengan menggunakan formula yang terdiri atas
Alokasi Dasar (AD) dan Cefah Fiskal {CFj.

Alokasi Dasar

AD dihitung atas dasar persentase jumiah gaji Pegawai Megeri Sipil Daerah (PNSD), yang mencakup
gaji pokok, termasuk rencana kenaikan gaj, ditambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan umum,
tunjangan beras, dan tunjangan jabatanm, tzrmasuk Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) serta
formasi calon PNSD. Komponen Gaji ke-13 dan THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga,
tunjangan umum, dan tunjangan jabatan sesuai peraturan pemerintah terkait penggajian, sedangkan
pengangkatan calon PNSD juga memperhitungkan kebijakan pemberian kesempatan kepada eks-
Tenaga Honorer K-2 yang memenuhi syarat peraturan perundangundangan untuk mengikuti seleksi
penerimaan PNSD.

Celah Fiskal

CF dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuham pendanaan daersh untuk melaksanakan fungsi
layanan dasar umum. Kebutuhanm pendanaan daerab untuk melaksanakan fungsi layanan dasar
umum diukur berdasarkan perkalian antara total belan daerah rata-rata dengan penjumlahan dari
perkalian masing-masing bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah,
Indeks Kemahalan Konstruksi, Indelts Pembangunan Manusia, dan indeks Produk Domestik Regional

Bruto per kapita.

Keterangan:

KBF :Kebutuhan Fiskal 1PNt : Indeks Pembangunan Manusia
TBR :Total Belanja Rata-rata APBD  IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi
P : Indeks Jumlah Penduduk IPDRBK : Indeks PORB per kapita

IW  :Indeks Luas Wilayah B : Bobot



(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

Jumlah pendudulk

Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan layanan
publik di satiap daerah. Indeks jumlah penduduk dihitung dengan rumus:

Jumioh penchuduk daerch ,
Rata-rate jumich penduduk secara nasiona!

Indeks fomich pencuduk doerak ;

Luas wilayah

Luas wilayah merupakan variabel yaog mencermminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan
prasarana per satuan wilayan. [ndeks luas wilayah dihitung dengan rumus:

Lues wieyah daerch
Rate-rata ks wicyak secara nosionc!

Indeks kues wilcyah daerah -

indeks Kemahalan Konstruksf (IKK)

IKK merupakart variabel yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan
tingkat kemahalam harga prasarana fisik secara relatif antardaerah. Dengan kata lain, IKK adalah
angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daersh
terhadap daerah lainnya. (ndeks Kemahalan Konstruksi dihitung dengan rumus:

IXKX doerak
Rata-rata IXX secara nesional

Indeks kemahalon korstruksidaerch ; =

Indeks Pembangunan Manusia (JPM)

IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penducuk atas
fayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia dihitung dengan
rumus:

IPM twers daerah
Rata-rata IPM frvers secara nasional

IPM twers daerek ; =

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan variabel yang mencerminkan potensi dan aktivitas perekcsiomian suatu: daergh
yang dihitung berdasarkan total seluruh cutput produksi domestik bruto suatu daerah. Indeks FORB
per kapita dihitung dengam sumus:

PDR3 per kapia doerak
Rata-reta PORS per kap2a secara nasonal

Indeks PDRB per kaptta daceh =




(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

KPF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA
Keterangan :
KPF : Kapasitas Fiskal
PAD : Pendapatan Asli Daerah
DBH Pajak : Dana Bagi Hasil Pajak

DBHSDA :DBH Sumber Daya Alam

DAU juga mengalokasikan bantuan pendanaan kelurahan yang bertujuan untuk memberikan
dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan
sesuai PP No.7/2018 tentang Kecamatan untuk pembanguman sarana dan prasarana serta
pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pengalokasian bantuan pendanaan kelurahan berdasarkan
kinerja pelayanan dasar publik (bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur), yang dibagi dalam

3 kategori dengan alokasi per kelurahan yaitu:
Baik Rp353 juta
Perlu ditingkatkan Rp370 juta

Sangat perluditingkatkan =~ Rp384 juta



(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

Dana Desa

Dana Desa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dar APBM yang diperuntukkan bag: desa
yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiaya
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dar
pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dihitung dari Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA}
dan Alokasi Formula (AF).

2013 . B

L W:— ____________ |
-"“ . Em“ﬁ ‘s‘ ..-‘-‘—
i e ——— —_— - - T 00— ——— -
Dana Desa Per Kab/¥ota ' , Dana Desa Per Kab/Kota 1
(-4 h-—-w.— adcadias et

15%xtw | 15% X LW
———
25% x IXK { L 25%xIKG
N 2osy
H’ \'i J .
Keterangan:
P : Jumlah Penduduk LW  :Luas Wilayah
JPM  : Jumlah Penduduk Miskin 1K : Indeks Kematralan Konstruksi

IKG :Indeks Kesulitan Geografis
Reformulasi Pengalokasian Dana Desa dilaksanakan dengan:

1. Mengurangi proporsi Alokasi Dasar (AD). Alokasi yang dibagi sama kepada setiap Desa yaitu
dari semula 77% (2018) menjadi 72% (2019}

2. Menambah proporsi Alokasi Formula (AF), yaitu dari semula 20°% (2013) menjadi 25% (2019)

3. Tetap memberikan Alokasi Afirmasi (AA) pada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dan
yang mempunyai jumiah penduduk miskin yang tinggi sebesas 3% dari fotal pagu Dana Desa
sesuai APBN 2019.



Lampiran 2.2. Laporan Singkat Koordinasi dengan Mentor




KEGIATAN 3



KEGIATAN 3
Lampiran 3.1.1. Surat Undangan Presentasi Aktualisasi CPNS




Lampiran 3.1.2. Daftar Hadir Kegiatan Presentasi Aktualisasi CPNS di Pusat Kajian

Anggaran




(Lanjutan Lampiran 3.1.2. Daftar Hadir Kegiatan Presentasi Aktualisasi CPNS di

Pusat Kajian Anggaran)




Lampiran 3.1.3. Laporan Singkat Presentasi Aktualisasi CPNS di Unit Kerja




Lampiran 3.2.2. Laporan Singkat Terkait Perbaikan Draft Formula Setelah Presentasi
di Unit Kerja




Lampiran Draft Perbaikan Formula
Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan kauangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Saat ini, DAU telah memperhitungkan
kenaikan gaji 5%, formasi CPNSD, THR, dan Gaji ke-13 + DAU Tambahan untuk bantuan dana
kelurahan. Penghitungan alokasi DAU dilakukan dengan menggunakan formula yang terdiri atas
Alokasi Dasar (AD) dan Calah Fiskal (CF).

Alokasi Dasar

AD dihitung atas dasar persentase jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), yang mencakup
gaji pokok, tarmasuk rencana kenaikan gaji, ditambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan umum,
tunjangan beras, dan tunjangan jabatan, termasuk Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR} serta
formasi calon PNSD. Komponen Gaji ke-13 dan THR meliputi gaji pokak, tunjangan keluarga,
tunjangan umum, dan tunjangan jabatan sesuai peraturan pemerintah terkait penggajian, sedangkan
pengangkatan calon PNSD juga memperhitungkan kebijakan pemberian kesempatan kepada eks-
Tenaga Honorer K- yang memenuhi syarat peraturan perundangundangan untuk mengikuti seleksi
penerimaan PNSD.

Celah Fiskal

CF dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Kebutuhan fiskal daerafr merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk mefaksanakan fungsi
fayanan dasar umum. Kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar
umum diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumiahan dari
perkalian masing-masing bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah,
indeks Kemahalan Konstrulksi, indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produk Domestik Regional

Bruto per kapita.

Keterangan:

KBF :Kebutuhan Fiskal PM : Indeks Pembangunan Manusia
TBR :Total Belanja Rata-rata APSD KX : Indeks Kemahalan Konstruksi

P : Indeks Jumiah Panduduk IPDRBK : Indeks PDRS per kapita
W :Indeks Luas Wilayah B : Bobat



(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan layanan
publik di setiap daerah. Indeks jumlah penduduk dihitung dengan rumus:

Jumnink penchuduk doerah
Raota-reta jonich penduduk secara nasonal

Indeks puminh penduduk deerah

Luas wilayah

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan
prasarana per satuan wilayah. Indeks luas wilayah dihitung dengan rumus:

Lugs wilcpah dacrah ¢
Rata-rota kes wiayeh secara nexonal

Indeks kos wilcyah daerah ; -

Indeks Kemahalan Konstruksi (1KX)

IKK merupakan uariabel yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan
tingkat kermahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah. Dengan kata lain, (KX adalah
angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah
terhadap daerah lainnya. Indeks Kemahalan Konstruksi dihitung dengan rumus:

IXX doerah ¢
Rata-rafa IKX secara scsonal

Indeks kemahalon korstruksideerch ;| =

Indeks Pembangunan Manusia (IPW)

IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas
layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia dihitung derigan
rumus:

IPM twers daereh
Rata-rata [PM swoeTs secara nasonal

IPM swers doerah ¢ -

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PORB merupakan variabel yarng mencerminkan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerals
yang dihitung berdasarkan total seluruh cutput produksi domestik bruto suatu daerah. Indels PDRB
per kapita dihitung dengan rurmus:

PDRS per kapda doerak
Ratz-rata PDRS per kap2a secara nasional

Indeks PORB perkaptadaecahy =




(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

KPF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA

Keterangan :
KPF : Kapasitas Fiskal
PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak : Dana Bagi Hasil Pajak

DBHSDA :DBH Sumber Daya Alam

DAU juga mengalokasikan bantuan pendanaan kelurahan yang bertujuan untuk memberikan
dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan
sesuai PP No.7/2018 tentang Kecamatan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta
pemberdayadn masyarakat di kelurahan. Pengalokasian bantuan pendanaan kelurahan berdasarkan
kineria pelayanan dasar publik (bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur), yang dibagi dalam
3 kategori dengan alokasi per kelurahan yaitu:

Kategori DAU Per Kelurahan

Baik Rp353 juta
Perfu ditingkatkan Rp370 juta

Sangat perlu ditingkatkan Rp384 juta

Sumber :

Peraturan Menteri Keuangan Nomaor 112/PMK.07/2017 Tentang Pecubahas Atas Peraturam Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaam Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa

Peraturar Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Kauangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan
Dara Desa

Peraturant Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187 /PMIK.07/2018 Tentang Tata Cara
Peryaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019



(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

DANA BAGI HASIL (DBH)

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah

berdasarkan angka persantase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki kaseimbangan vertikal antara
pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. D8H dibagikan kepada daerah
penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi

dengan imbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi

yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan parsi tertentu yang ditatapkan dalam

Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH

berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (bosed on actual revenue) pada tahun

anggaran berjalan.

Perbandingan Porsi DBH Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Dan Kab/Kota

| PAIAK [ |
| 1| PPhPasal 21 dan 75/29 | B0 | 8 12 i
2 pajskBumidanBangunan | 10 | 162 64,3 !
| 3 Cukai Hasil Tembakau | 98 | 0§ 08 05
L |SDA ! i
1 ; Kehutanan ! H
| HUPH i 20 | t& 64 - -
T pSDH 1 0 | » 3z 2 |
! | Dana Rebois3si 60 | 40 |
|2 Mineral dan Batubara { i
5 furan Tetap (Lamd-rent) i
| - darat dan laut <& Mil 20 16 64 | - |
- & Mil <taut < 12 Mil | 20 | w0 i {
. " wran Produksi (Royalt) | ] i {
{ - darat dan laut <& Mil 20 1% 32 2 |
i - & Mil daut < 12 Mil 0 | % 54 {
I | Dari Kawasan Perhutanan | i |
| 3 perikanan 0 | - 2 80 b
T 4| Minyak Bumi 5 :
‘ |- darat dan laut <4 Mil 845 1 31 62 62 0
| . -aMi daut < 12 Mil 845 | 517 10.33 |
5 | GasBumi i ‘-
| | -darat dan laut <4 Mil | 895 | 61 122 122 . 70
{40 <daut < 12 A | 695 | 1017 7033 i |
& PanisBumi 10 |1 32 n |




(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

Catatan Terkait Kebijakan DBH:
1. DBHPEB

»

Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10% secarra merata kepada seluruh kabupaten
dan kota
Menambah cakupan DBH PBB, termasuk sektor lainnya (PBB perikanan, dan PBB atas kabel

bawah laut, di luar PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan)

2. DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)

r

v

Penerimaan negara dari CHT yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai
hasil tembakau sebesar 2% {dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas
bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sasial, sosialisasi ketentuan di bidang
cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Adanya perluasan penggunaan DBH CHT yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun
2007 tentang Cukai hanya dapat digunakan untuk mendanai 5 kegiatan, menjadi minimal 50%
untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional dan sisanya digunakan untuk kegiatan

earmarked sesuai Undang-Undang No. 39 Tahun 2007

3. DBH MIGAS

>

Mulai tahun 2017, Pemerintah menerapkan kebijakan baru terhadap penggunaan DBH Migas.
Salah satunya dengan menghilangkan earmarked 0,5% dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk
bidang pendidikan. Sehingga menegaskan DBH SDA sebagai dana block grant.

4. DBH KEHUTANAN DANA REBOISASI (DBH DR)*

-
r

Sesuai amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, alokasi DBH
SDA Kehutahan Dana Reboisasi dialihkan dari kabupaten/kota penghasil ke provinsi penghasil.
Serta memperluas penggunaan Dana Reboisasi untuk kegiatan pendukung RHL dan memperiuas
penggunaan sisa DBH DR di Kab/Kota oleh OPD yang ditunjuk Kepala Daerah untuk pengelolaan
Tahura, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, penataan batas kawasan,

penanaman pohon pada DAS kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dil.



(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

DBH PAJAK
T —
PPh CHT /
DASAR HUKUM DASAR HUKUM
PEMUNGUTAN PEMUNGUTAN
UU No. 7/1983 Jo. UU No. 39/2007
UU Ne. 36/2008
DASAR PEMBAGIAN
VU 33/2004
3 % Provinsi .
5,4% Kab/kots WP serdafear 40% Kab/Kota penghasil ¥
3,6% bagi nta mwmu.n
kb ot dalam prov proviest "7/

DBH MINYAK BUMI




(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

DBH GAS BUMI

Sumber :

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Dana Bagj Hasil. Paparan disampaikan
pada diskusi di Pusat Kajian Anggaran pada 17 April 2018,

Peraturan Menteri Keuangan MNomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mentari
Keuangan Nomar 50/PMK.07/2017 Tentang Pengalolaan Transfer Ka Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengslolaan Transfer Ke Daerah dan Dana
Desa

Peraturam Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nortior 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dama Desa

Undang-Unidang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

Dana Desa

Dana Desa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa,
yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dihitung dari Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA),
dan Alokasi Formula (AF).

% REFORMULAS! ol
‘ DanaDesaPerKab/Kota | DanaDesaPer Kab/Kota o ‘
e L
7% 3% 20% 72% 3% 25%

R B B -
2 i ! |

Desasangat 10%xP Benﬁ-ﬁ't [ 10%xIP
E  TJertinggal | | } i-.i»‘i’w hii

Desa | SO%x®PM | Desa | S0%xIPM
e G e jhu )

15% x W | 15% x LW
$ | s

 25%xIK | 25 % x IKK !!‘
. ) e

Keterangar:
w : Jumlah Penduduk Lw : Luas Wilayah
JPM  : Jumiah Penduduk Miskin IKK  :Indeks Kemahalan Konstruksi

Reformufasi Pengalokasian Dana Desa dilaksanakan dengan:

1. Mengurangi proporsi Alokasi Dasar (AD}), dimana alokasi yang dibagi sama kepada setiap Desa
yaitu dari semwila 77% (2018) menjadi 72% (2019)

2. Menambah proporsi Alokasi Formula (AF), yaitu dari semula 20% (2018) menjadi 25% (2019)

3. Tetap memberikan Alokasi Afirmasi (AA) pada Desa Tertingga! dan Desa Sangat Tertinggal dan
yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi sebesar 3% dari total pagu Dana Desa
sasuai APBN 2019.



(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

Arah Kebijakan Dana Desa Tahun 2020

Kebijakan umum Dana Desa tahun 2020 diarahkan untuk:

1. menyempurnakan kebijakan pengalokasian dengan tetap memperhatikan pemerataan dan
keadilan; memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta
kemiskinan; dan memperhatikan kinerja desa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa

2. meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan
pengembangan potensi ekonomi desa

3. memperbaiki pengelolaan Dana Desa melalui pelatihan dan pembinaan aparat desa, peningkatan
kompetensi tenaga pendamping, dan penguatan sistem pengawasan

4. meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, serta tenaga pendamping

5. mengoptimalkan peran pemerintah provinsi/kabupaten/ kota dalam pengelolaan Dana Desa

6. meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Dana Desa melalui penyaluran berdasarkan
kinerja dan pemberian insentif atas kinerja penyaluran.

Sumber :

Kementerian Keuangan. APBN Instrumen Pemerintah Mewujudkan Tujuan Bernegara. Disampaikan

oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada 11 April 20189.

Nota Keuangan dan RAPBN 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan

Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa



Lampiran 3.3.1. Proses Mengupload Formula di Website Pusat Kajian Anggaran
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Lampiran 3.2.2. Tampilan Formula pada Website Pusat Kajian Anggaran
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Lampiran 4.1. Laporan Singkat




Lampiran 4.2. Laporan Singkat Penyerahan Laporan Aktualisasi CPNS Kepada Kepala Pusat

Kajian Anggaran




